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KETUA RAPAT (DR. IR. G.M, TAMPUBOL(N)

Saudara rekan~rekan Anggota Komisi V yang saya hormati.

Saudara Menteri Parpostel beserta para pejabat teras, para Direksi BUMN dan
para Dirut Departemen Parpostel yang hadir pada pagi hari ini, dan para ha-
dirin yang kami hormati pula.

mSalmu'ala%m Wr, Wo,
Salam dan sejéhtera.

Pertama~tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha
Esa yang maha pengasih dan penyayang agar segala rakhmat yang telah dilimpah
kan kepada kita semua sehingga memungkinkan kita kembali bertemu sesudah
tanggal 18 yang lalu di ruangan ini dalam rangka melanjutkan acara Rapat Ker
ja pada tanggal 18 Januari yang lalu,

Menurut laporan dari Sekretariat, Rapat Xerja pada pagi hari ini dihadiri le
bih daripada separoh jumlah anggota, dan dihadiri pula oleh ke 4 (empat) Un
sur Fraksi, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Tata Ter-
tib Dewan Perwakilan Rakyat, ijinkanlah kami membuka Rapat Kerja pada pani
hari ini, dan sesuai pula dengan Pasal 96 af/at (1) Tata Tertib Dewan Per -
wakilan Rakyat, Rapat Kerja ini dinyatakan terbuka untuk umum,

Hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama ijinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri
Parpostel beserta seluruh jajaran Departemen Parpostel yang hadir pada paai
hari ini untuk memenuhi undangan Komisi V dalam rangka menyelenccarakan Ra ~
pat Kerja pada pagi hari ini.

Sebagaimana kami katakan tadi, acara pada pagi hari ini merupakan kelanjut-
an daripada Rapat Kerja yang lalu. Untuk itu acara yang pertama Pengantar
Musyawrah yang akan disampaikan nanti oleh Saudara Menteri Parpostel, dan
kemudian dilanjutkan dengan Pembentukkan Panitia Kerja, dan acara yang ter-
akhir ialah Pemilihan Pimpinan Panitia Kerja.

Demikianlah Susunan Acara pada pagi hari ini dan selanjutnya ijinkanlah ka-
mi untuk mempersilahkan Saudara Menteri Parpostel untuk menyampaikan Penéax_w
tar Musyawarah. '

Kami persilahkan.

MENTERT PARPOSTEL .c¢evees



Telekomunikasi ini oleh  karena didorong oleh kesamaan harapan bahwa
pada akhirmya Rancangan Undang-Undang ini sesual dengan Jadwal dapat
disetujul menjadi Undang-Undang.

Dengan menyadarl peranan telekomunikasi ' di REPELITA V yang akan
bertambah penting bagl pelaksanaan pembangunan nasional sebazal upaya

untuld mewujudkan kesejahteraan bangsa yang lebih nyata secara materiil
dan spiritual, serta sebagal sarana untuk mewujudkan dan memperkokoh

persatuén dan kesatuan bangsa dalam kerangka Wawasan Nusantara.
Pemerintah sangat menghargal pendapat Fraksi-Fraksi yang ternyata
mempunyal persamaan dasar, landasan dan arah pandangan bahwa dalam
membahas Rancargan Undang-Undang Telekomunimasi ini kita serantiasa
berpegang teguh kepada Pancasila, UUD'45;.l OBHN sebagal kaidah-kaidah
dasar dan hukun positip berupa peraturan perundangan yang berlaku.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Suatu hal yang menunjukkan kearifan dan kedewasaan yang dapat kita
amatl bersama dalam membahas Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi
ini adalah bahwa kita bersama-sama telah mampu menghindarkan diri
darl kerikil-kerikll kecll yang dapat menJebak kita pada silang pen-
dapat di dalam masalah etimologl dan redaksional, sebalilknya lebih
menitik beratkan pada hal-hal yang sifatnya substensial dan prinsip.

Pada kesempatan ini, Pemerintah juga ingin meminta pengertian Dewan,
apablla dalam jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
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DPR-RI pada tanggal 5 Desember 1988 dirasa belum menjawab seluruh
pertanyaan yang dlajukan,

Namun‘ dengan merdengar serta menglikutl secara seksama Pengantar
Musyawarah pada Sldang, Dewan tangzal 18 Januari 1989 yang baru lalu
yang tel?h disampalkan melalui juru bicara maslm;—ma.éi.ru oleh :

1. Yth. Sdr. H. Mohammad Said Betta, SH. darl Fraksl Karya

Pembangunan,

2.  Yth. Sdr. Burhan Arifin dari Fraksi ABRI.

3. Yth. &ri. Ny_. Djailinar Oetamo, BA. dari Fraksi Partal Persatuan

Pembangunan, dan

4, Yth, Sdr. I Gusti Ngurah Yudha darl Fraksi{ Partal Demokrasi

Indonesia.

Pemerintah merasa wajJib untuk menyampalkan terima kasih karena Fraksi-
Fraksi telah menyampalkan Pengantar Musyawarah yang demikian luas dan
| mendasar ditandal pula dengan banyalmya pertanyaan-pertanyaan yang
menandakan bahwa Dewan, sepertl halnya plhak Pemerintah, memang
memiliki kesamaan persepsl bahwa Rancangan Undang-Undang
Telekomunikasl inl amat penting.

Dengan menyadari fungsi Dewan, Pemerintah berpendapat bahwa hal ini
merupakan cemmin darl aspirasi atau Suara Rakyat yang karenanya
menjadl kewa]Jiban kita bersama untuk bersama-sama pula memperhatikan

dan mengakomodasikan secara balk.
Saudara eececccecesceece
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Saudara Pimpinan dan pare Anuoc# Dewan yang saya hormati,

Perkenankanlah kaml sekarang menyampalkan Pengantar Musyawarah
Pemerinteh dalam pembicaraan Tingkat III yang sekaligus merupakan
Jawaban atas Pengantar Musyawarah Fraksi-Fraksl yang telah disampalikan

1) .
tentang Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi sebasgal berikut :

[idinkanlah
Sesual dengan tata urut penyajian, per‘tama-tar:abemerint:ah menanggapl

Pengan(:é.r Musyawarah dari Fraksl Karya Pembangunan yang telah disam-
palkan oleh juru bicara Fraksi yang terhormat Sdr. H. Mohammad Said
Betta, SH.

1. Pemerintéh Vsependapat sepenuhnya dengan pandangan Fraksi Karya
Pembangunan, bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi yang
penting bagl negara dan menguasa.ivhfa.]at h}.dup orang banyak, oleh
karena 1tu perlu dikuasal negara demi terwujudnya pembangunan

nasional.

Namun masalah penempatan pengertian "dikuasal negara", baik dalam
Konsiderans, Batang Tubuh Rancangen Undang-Undang, maupun dalam
penjelasan Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut memang perlu
pembahasan bersama lebih lanjut.

Masalah pengertian "dikuasal negara" memang secara tegas tidak
tercantun dalam Konsliderans, namun apabila dilihat pada Batang
Tubuh Rancangan Undang-Undang ini maka sesuhsguhrwa hal tersebut
telah diakomodasikan pada Pasal 4 dan Pasal 12 Rancangan Undang-
Undany.

2¢ Menanggapl ececccccee




2.
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Menanggapi wusulan Fraksi Kérya Pembangunan untuk menambahkan
kata-kata "peran serta masyarakat" dalam Konsiderans Menimbary
hu'i'uf ¢, Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut sudah diakomo-
dasikan dalam Pasal 12, khususnya dalam memberikan kesempatan

kepada Badan lain untuk ikut berperanserta dalam penyelenggaraan

b

)
Jasa telekomunikasi.
4 i

Kita semua menyadarli bahwa pengaturan masalah telekamunikasi
memang perlu ada kaltannya dengan pengaturan masalah Sumber Daya
Alam, khususnya Sumber Daya Alam yang terdapat di Udara. Dalam
kaltan ini Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan
bahwa perlu ada landasan jurldis yang blsa digunakan sebagal
pegangan untuk mengatur masalah Sumber Daya '‘Alam tersebut.

Dalam kaitan inl memang tepat pendapat yang menyatakan bahwa

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 juga mengatur Sumber Daya Alam
yang ada di udara. Oleh karena itu Pemerintah juga sependapat
bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 bisa dipergunakan sebagal
pegangan.  Namun sebagaimana Jjuga kita maklumi bahwa Undang-
Undang No. 5 Tshun 1960 sebagal Undang-Undang Pokok Agraria, maka
bobot masalah yang diatur adalah soal pertanshan, karena {tu
diberi tempat pada Penjelasan Umum, yang mempunyal kedudukan
yuridis yang sama dengan penempatan pada Knnsiderans atau Batang
Tubuh.

3¢ Bahwa esecescccecce
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Bahwa penyusunan Rancargan Undanz-Undangan Telekomunikasl harus
sistematis dalam arti ada hubungan dan kebulatan, Pemerintah se-

pendapat.

Sepertl di depan telah dlkemukakan bahwa Pemerintah di dalam
menyusun Rancangan Undang-Undarg ini menempatkan telekomunikasi
sebagal cabang produksl yang penting dan menguasal hajat hidup
orang banyak, dan oleh karena itu‘;‘t‘\ams dikuasal oleh negara.

' Konsekwensl penikiran ini adalah membérikan peranan yang lebih

besar kepada Badan Penyelenggara. Tepl Pemerintah juga memper-
timbangkan dengan sadar bashwa perlu diberi kesempatan keikut-
sertaan masyarakat melalul Badan lain,

Oleh karena itu Pemerintah kurang sependapat dengan Fraksi Karya
Pembangunan bahwa Badan lain merupakan inti atau sasaran lain
dari pembentukan Rancangan Undang-Undang ini, walaupun kellut-
sertaan masyarekat telesh diakouodasikan di dalam Rancangan
Undang-Undang. ini.

Mengenal usulan merubah judul, Pemerintah berpendapat bahwa hal
tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut, dengan memperhatikan
kemungkinan perubahan Judul mempunyal implikasi terhadap tata
pikir yang sudah melandasi Rancangan Undang-Undang.

Mengenal perlunya kehadiran suatu badan inter departemental yang
berfungzsi memberikan saran-saran serta perumusan pemikiran menge-

nal masalah di bidang telekomunikasi Pemerintah menghargal pen-

dapal eseeccsccees
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dapat Fraksl Karya Pembangunan, namin hal ini memerlukan peng-
kajian dan pembahasan lebilh lanjut.

Méngenai usulan perubahan Pasal 12 ayat (1) Rancangan Undang-
Undang, Pemerlntah berpendapat bahwa hal inl perlu diblcarakan
lebih lanjut.

Pendapat Fraksl Karya Pembangunan bahwa memang diperlukan adanya
suatu mekanisme penyertaan modal swasta dan koperas!i dalam pem-
bangunan telekomunikasi mengingat dibutuhkannya investasi yang
besar, Pemenrintah sependapat.

Namun mekanisme tersebut perlu disesuaikan dengan perturan perun-
dargan yang berlaku sepertl antara lain : Undang-Undang tentang
Penanam Modal Asing, Undang-Undang tentang Penanam Modal Dalam
Negeri.

Mengenal usulan penggabungan pasal 13 ayat (2) ke dalam Pasal 15.
Karena hal ini menyangkut struktur Rancangan Undang-Undang yang
menyentuh aspek tehnik pemmbuatan peraturan peraturan perundangan,
Pemerintah berpendapat bahwa hal Inl memang perlu dibicarakan
lebih lanjut dalam Panitia Kerja.

Mergenal usulan Fraksl Karya Pembangunan tentang perlunya Pasal
30 dilengkapl dengan tata cara pengajuan tuntutan gantl rugl atas

keruglan eeseccecccscee



keruglan dari penggunaan jasa telekomunikasli, Pemerintsh sepen~
dapat dan sargat mengharga;. Tetapl kita juga menyadarl bahwa
secara umum tata cara tuntutan ganti rugl telah diatur di dalam

KUH Perdata.

Demikianleh Saudera Pimpinen, Anggota- Komial V DPR-RI, dan hadirin se-
kalian Sidang yang terhormat, butire butir pernyatasn dan pertanyaan
vang telsh diajukan oleh Freksl Karya Pembangunane

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menanggapl Pergantar Musyawarah
Fraksl ABRI yang disampalkan oleh juru bicara Fraksl yang terhormat

Sdr. Burhan Arifin :

l.

2.

3
Pemerintah sependabat dengan Fraksi ABRI bahwa telekomunikasi
merupakan cabang produksi yang penting bagl negara, menguasal
hajat hidup orang banyak, oleh karenanya sesual dengan ketentuan
Pasal 33 ayat (2), telekomunikasi dikuasi oleh negara,

Pemerintah Juga sependapat bahwa pengertian tentang negara dalam

kaitan ini perlu diperjelas. Pemerintah yakin bahwa Fraksi ABRI

akan sependapat dengan Pemerintah bahwa kejelasan tentang penger-
tian negara tetap berada dalam kerangka stelsel kenegaraan dan
slstem pemerintahan yang sudah kita anut.

Pemerintah dapat menghargal pendapat Fraksi ABRI bahwa kepenting-
an umum di dalam praktek ada kalanya di interprestasikan secara
subyektirl.

| Di dalem cecevecccoce
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DL dalam Rancangan Undang-Undang 'hlcwﬁml ini, Pemerintah
wenyadari bahwa kewenangan untuk menstagkan "kepentingan umum*
tidak' dimaksudkan ada pada instansi pemerintah tertentu, melain-
kan dilaksanakan gsesual dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

4
¢

Dai.am kailtan inl Pemerintah ingin mengajak untuk memperhatikan
péda pengaturan tentang kepentingan umum di dalam Undang-undang 5
ta.hun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Masalah
"kepentirgan umm" A1 dalam Undang-Undang tersebut dapat kita
pakal sebagal landasan hukum positip.

Mengénai pendapat Fraksi ABRI tentang terkaltnya Departeémen Pene-
rangan, Depaftanen Pertahanan Keamanan dan Departemen Perhubungan
dalam pényglenggaraan J ésa telekomunikasi, Pemerintah berpendapat
bahwa sesual dengan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974
yang mengatur tugas wewenang dan Struktur Organisasi Departemen,
yang intinya menetapkan bahwa tiap-tiap Departemen mempunyal
tugas menyelerygarakan sebgzlian pemerintahan umum dan pembangunan

di bidangnya masing-masing.
)

Dalam kaitan ini, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasl
sebagal suatu sub sistem dalam sistem pemerintahan nasional di
Indonesia, tidak dapat melepaskan diri dari keseluruhan sistem

yang ada sehingga akomodasi Dep. Parpostel terdapat kepentingan
Departemen Perhubungan, Penerangan dan Pertahanan Keamanan dan

la:l.n-la:ln T x
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lain-lain memany menjadi tugss pokok Dspartemen Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi.

Mengenal adanya Dewan Telekomunikasl sebsgaimana dikemukakan oleh
Fraksi ABRI, Pemerintah berpendapat bahwa masalah tersebut perlu
dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja. |

Mﬁngf‘enai pendapat Fraksi ABRI tentang keseimbangan antara hak dan
kewajiban, perlindungan terhadap pemaikai Jass telekomunilasi,
Pemerintah berpendapat bahwa hal-hal tersebut merang telah diatur
dalam Rancangan Undang-Undang. Hubungan antara Badan Penyeleng-
gara .c,lé.n Badan lain dengan masyarakat, telah dirumuskan secara
Jelas dalam batang tubuh Bab VI Pasal 25, 26 dan 27.

Jaminan kelancaran penyelengzarsan jasa telekomunikasi dan pembe-
rian éelayanan yang sebalk-balknya menjadi carggur\g Jawab Badan
Penyelenggara dan Badan lain,

Demikian _‘pula mengenal perlindungan terhadap kerahasiaan berita

dan perlindungan terhadap sarana telekomunikasi telah dirumuskan
secara nyata di dalam Pasal 31 dan Pasal 23, 2l.

Pemerintah menghargal usul Fraksl ABRI untuk menyatukan pergatur-
an mengenal telekomunikasi ABRI di dalam satu Bab, namun Pemerin-
tah perlu menyampaikan bahwa walaupun susunan pengaturan tidak
berada -~ dalam satu Bab, nanun masalah telekomintiasi ABRI telsh

disadarl pentingnya oleh Pemerintah.

Karena ceeveccccccccce
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Karena 1tu penyelenggaraan telekomunikaéi untuk Pertahanan Ke-
amanan akan diatur tersendirl dengan Peraturan Pemerintah, yang
akan ditetapkan oleh Menparpostel bersama Menhankam,

Sedangkan hal-hal lain Pemerintah berpendapat bahwa hal itu dapat
dibahas lebih lanjut di dalam Panitia Kerja.

Mengéhai usulan Fraksi ABRI untuk mengadakan peninjauan kembali
terhadap hal-hal yang ada di dalam Bab tentang ketentuan Pidans,
Pe;ierint;ah merasa tidak berkeberatan. Pemerintah juga menyadari
bahwg perkembangan pemikiran di bidang hukum pidana perlu diper-
hatikan, Sedangkan mengenal besar kecilnya sanksi yang akan
dijatuhkan seyogyanya memperhatikan 3 (tiga) faktor yang ada
relgvansinya yaltu :

a. | ‘Kadar perbuatan pidana itu sendiri ;

b. Dempak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana ter-

sebut, dan |

c. Pengaruh edukatif penjatuhan pidana bagl pelakunya.

Usul Fraksl ABRI untuk meninjau kemball ketentuan pidana yang
tercantum dalam Pasal 37, Pemerintah berpendapat bahwa hal ter-
sebut seyogyanya dibicarakan lebih lanjut di dalam Panitia Kerja.

Mengenal usulan Fraksi ABRI yang menyatakan bahwa penyldikan

terhadap tindak pidana di bidang telekomunikasi merupakan penyi-
dikan khusus yang perlu dilaksanakan oleh penyidik-penyidik

khusus, Pemerintah cesececss
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khusus, Pemerintah sangat mendukung. Pemerintah juga sependapat
bahwa penyidik khusus Juga Jmanerluka.n penyebutan secara liminatif
terhadap tugasnya.

Hal tersebut sebenarmya telah tercantum dalam Pasal 38‘ Rancangan
Undang-Undang. Walaupun demikian, Pemerintah dengan senang hati
bila diperlukan untuk membahas lebih lanjut di dalam Panitia
Kerjg..

Ses?gai dergan tata pikir yang melandasi Rancangan Undang-Undang
inl Pemerintah berpendapat bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan
telekomunikasi dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara. Namun
d'emikia._n tidak tertutup kemungkinan peran serta Badan Lain.
Sedangkan mengenal Jjasa telekomunikasi dibedakan antara Jasa
dasar dan bukan dasar yang kewenangannya masing-masing telah
dlatur.  Delam kaitan hubungen kerjasama dengan badan inter-
nasional, Ba.da.n Penyelenggzara dapat melakukan untuk jasa dasar
dan non dasar, sedangkan Badan lain untuk jasa dasar, dalam
menyelenggarakan kerja sama intermasional bertindak untuk dan
atas nama Badan Penyelenggara dan untuk jasa non dasar dapat
mengadakan sendiri. |

Pemerintah sependapat bhahwa masalah ini memerlukan pengaturan
lebih larﬁut namun secara teknis, dapat diinformasikan bahwa
penyelenggaraan Jjase non dasar tidak dapat dilaksanakan tanpa me
lalul fasilitas jasa dasar yang dikelola oleh badan penyélerg-

gara.
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Pengaturan lebih lanjut sebenarnya telsh tertuang di dalam
syarat-gsyarat yang ditentukah oleh Badan Penyelengzare dan harus
diteati oleh badan lain.

Dan untuk itu, sesual Pasal 14 balk Badan Penyelenggara maupun
Badan lain harus mendapatkan ijin dari Menteri.

i [Pengantar

Dan sekarang ijinkenlah Pemerinteh menyampaiken tenggapan terhadap /.
Musyawarsh Fraksi Persatuan Pembangunan yang telah disampaikan melalui

Juru bilcara yang terhormat Ibu Djallinar Oetomo, BA. sebagal berikut :

1.

2.

Merngeriéi pendapat Fraksi Persatuan Pembangunan bshwa dalam mem=
tahas RUU Telekomunikasi akan senantiasa berpegang teguh pada
Pancasila, UUD'45, GBHN dan Peraturan Perundangan yang
berlaku ‘ sebagal tolok ukur, Pemerintah bukan saja sependapat
tetapl sepenuhnya menyetujui dan mendukung karena dengan meng-
gunakan tolok ukur yang sama pembahasan RUU Telekomunikasi akan

berjalan dengan baik dan lancar dalam suasana kekeluargaan yang
dijiwai oleh musyawarah untuk mufekat.

Pada kesempatan ini Pemerintah sekalil lagl mohon pengertian apa-
bila dalam penyampalan jawaban Pemerintah atas pemandangan umum
fraksi-fraksi DPR-RI khususnya darl fraksi Persatuan Pembangunan .
pada tanggal 5 Desember 1988 belum menjawadb seluruh pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. Dengan tetap mengharyal pertanyaan

dan permyataan yang disampalkan oleh Fraksi Partal Persatuan

Pembangunan eececccoece
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Pembangunan, Pemerintah berpendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan
tersebut, terutama yang tidak secara la.rgsuhg menyangkut materi
Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi, dapat dibicarakan dalam

‘ kesempatan lain.

'Mengenai usulan fraksi Persatuan Pembangunan untuk menggunakan
definisl yang sama tentang Telekomunikasi dalam RUU ini dengan
yang tercantum dalam Konvensi Telekomunikasi Internasional Nairo~
bi 1982, dapat dijelaskan sebagal berikut : Dalam pembukaan/-
mukadimah konvensi tersebut diakul adanya kedaulatan setiap nega-
ra anggota untuk mengatur masalah Telekomunikasi di negaranya
masing-masing. Banyak negara anggota Himpunan Telekomunikasi
Internasional (I.'I'.U.) yang membuat ketentuan-ketentuan tentang
Telekomunikasi menyimpang dari isi konvensi demi kepentingan
nasionalnya, antara lain dengan cara memberikan definisi Tele-
komunikasl yang berbeda dengan yang tercantum dalam konvensi.

Agar Undang-Undang Telekomunikasil yang baru ini dapat menjangkau
masa depan untuk waktu yang lama dan dengan menggunakan kewenang-
an yang dlakul secara internasional tersebut dalam mukadimah
konvensi, Pemerintah menetapkan definisi Telekomunikasi sebagai~
mana dalam Rancangan Undang-Undang ini yang pergertiannya lebih
luwes sehingga mampu menampung perkembangan teknologi di bidang

telekomunikasi,
4, Mengenal cececcccccee
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Mengenal usulan untuk mencantumkan definisl Badan Penyelenggara
dan Badan lain, Pemerintah berpendspat bahwa hal tersebut telah
tercantun dalam Batang Tubuh ; namun bila dirasa perlu Pemerin-

' tah tidak keberatan untuk membicarakan lebih lanjut dalam Panitia

Kerja.

Menjawab pertanyaan fraksi Persatuan Pembangunan hanya dicantum= -
kannya 3 azas Pembangunan Nasional, sebagaimana yang telah di-

.uralkan dalam Jawaban Pemerintah atas pemandangan umm bsahwa

khusus dalam " penyelenggaraan Telekomunikasi 1ini yang
menonjol dari ketujuh azas Pembangunan Nasional adalash ketiga
azas yaknl azas manfaat, azas adil merata dan azas kepercayaan
pada diri sendiri, tidak berarti bahwa Pemerintah mengenyamping-
kan keempat azas lainnya. Menﬁrut pendapat Pemerintah empat azas
lain yang dimaksud, sebenarmya secara implisit telah tercakup
dalam ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang penyeleng-
garaan Telekanunlkasi sebagal baglan dari Pembangunan Nasional
sesual GBHN,

Tentang usulan fraksi Persatuan Pembangunan untuk juga mencantum-
kan Undang-Undang No. 1 tahun 1987 tentang KADIN sebagai salah
satu landasan hukum Rancangan Undang-Undang ini khususnya tentang
pelaku-pelaku ekonomi nasional yang terdiri dari BUMN, Koperasi
dan Swasta Nasional, pemerintah berpendapat bahwa materi yang ada
relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang ini telah diatur.

Sebagalmana dimaklumi bahwa Rancangan Undang-Undang Telekomuni-

kasl sudah secececsccee



Te

-17 -

kasl sudah menetapkan tgritang penyelenggara Jasa Telekomunikasi
yang terdirl dari Badan Usaha Milik negara, Koperasl dan Badan

_ Swasta  sebagal pelaku-pelaku ekonomi nasionsl yang dapat

menyelengzarakan jasa telekomunikasi.

Mengenal pendapat Fraksi Persatuan Pembangunan bahwa penyelergza-
raan telekomunikasi terutama jasa telekomunikasi dasar masih
dimonopoll oleh Pemerintah, dimana Badan lain diberikan kesempat-

‘an untuk menyelenggarakan Ja‘sa‘ telekomuinikasi dasar dengan beker—

Jasama dengan Badan Penyelenggara (yang dalam hal ini BUMN), dan
hanya untuk penyelengzaraan Jasa telekomunikasi bukan dasar saja

Badan lain dapat menyelenggarakan tanpa kerjasama, Pemerintah
perlu memberikan penjelasan sebagal berlkut :

a. | Sebagaimana telah ditetapkan alur pemikiran dalam Rancangan
Undang-Undang, bahwaljasa telekomunikasi pada dasarnya me=-
rupakan cabang produksi yang penting bagl negara dan mengua-
sal hajat hidup orang banyak dimana pelayanannya harus dapat
menjangkau seluruh pelosok nusantara, sehingga perlu tetap
dikuasal oleh negara dan penyelenggaraannya diserahkan
kepada BUMN.

Dengan demikian menjadl kewajiban Badan Penyelenggara untuk
Juga melayani daerah-daerah yang secara ekonomis tidak meng-

untungkan, akan tetapl dari aspek penyelenggaraan negera di
bidang poleksosbud Hankam sangat penting.

be Sedangkan eeccescccceee
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b. Sedangkan Jasa telekomunikasl bukan dasar disamping fungsi
di atas, sifat penyelenggarsannya hanya akan lebih memper-
timbangkan aspek ekonomis,

Oleh karena itu dibuka kesempatan kepada swasta untuk 1kut
berperan serta menyelengzarakan jasa ini, balk atas dasar

kerjasama dengan Badan Penyelenggara maupun diselenggarakan '

sendiri.
Ketentuan 1ini membuktikan bahwa Pemerintah memang benar-

benar berkehendak menghilangkan kesan adanya monopalli dalam
.I penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Bahkan bila dibanding-
kan dengsn Undang-Undang yang saat ini masih berlaku, keten-
tuan dalam Rancangan mdm-Unm ini, merupakan suatu
langkah maju karena materi tersebut tidak ter'dapat. dalam UU
No. 5 tahun 1964. yvang berlaku sampai sekarang ini.

Dilthat dari sudut konseptual dalam Rancangan Undang-Undang
int telah dlatur adanya keseimbangan antara kepentingan

Pemerintah dan kepentingan swasta.

Sebagaimana masalah ini telah ditanyakan oleh Fraksi lain maka
Pemerintah tetap berpegang pada tata pikir yangs melandasi Ran-
cangan  Undang-Undang ini Pemerintah berpendapat bahwa pada prin-

sipnya penyelenguaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh badan

penyelenggara. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan peran

serta badan laln. Sedangkan Jasa telekomunilasi dibedakan
antara Jasa dasar dan bukan dasar yang kewenangannya masing-
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masing telah diatur. Dalam kaltan hubungan kerjasama dengan
badan intermasional, Badan Penyelengzara dapat melakukan untuk
jasa dasar dan non dasar, sedangkan Badan lain untuk jasa dasar
- dalam menyelengzarakan kerJa sama internasional bertindak untuk
dan atas nama Badan Penyelenggara dan untuk jasa non dasar dapat
mengg@akan sendiri. Pemerintah sependapat bahwa masalah ini .
memeéiukan pengaturan lebih lanjut namun secara teknls, dapat
diinfonnasikan bahwa penyelenggaraanzdasa non dasar tidak dapat
di%gkukan tanpa melalul fasilitas jasa dasar yang dikelola oleh
Badan Penyelenggara.

Pengaturan lebih lanjut sebenamya telah tertuang di dalam
syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara dan harus
ditaatl oleh badan lain,

Dan untuk itu, sesual Pasal 14 balk Badan Penyelenggara maupun
Badan lain harus mendapatkan 1jin dari Menteri,

Pada prinsipnya Pemerintaeh sependapat dengan usglan fraksl Per-

satuan Pembangunan berkenaan dengan Pasal 14 Rancargan Undang-
Undang 'yakni perlunya pendapat dari instansi yang terkait dalam

hal Badan Penyelengzara mengadakan perjanjian dengan organisasi
internaslonal maupun dengan penyelenggara Telekomunikasi Negara
lain,

Oleh karena selama ini langkah tersebut selalu dilaksanakan oleh

Pemerintah, Terlebih lagi ditetapkannya Direktorat Jenderal Pos
dan Telekomunikasi selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesis.
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Tentang usulan fraksi Persatuan Pembanguan agar ' Telekomunikasi
untuk pertahanan keamanan tidak diijinkan untuk menyelenglarakan
Telekomunikasi untuk kepenti‘ngan unum, Pemerintah berpendapat
bapwa hal ini menyangkut masalah penyelenggaraan telekomunikasi
untuk Pertahanan Keamanan. Sebagalmana hal ini juga telah dike-
mukakééq_oleh Fraksi ABRI, maka Pemerintah menghargal usul Fraksi
ABRI unéuk menyatukan pengaturan mengenal telekomunikasi ABRI di
dalam,{ satu Bab, namun Pemerintah periu menyampaikan bahwa walau-
pun  susunan pergaturan tidak berada di dalam satu Bab, namun
ma.sé.lah telekomunikasl ABRI telah disadari pentingnya oleh Peme~

rintah yang lebih utama adalah pengaturannya sudah mencakup ke-

‘ seluruhan.

Karena 1itu penyelenggaraan telekomunikasi untuk Pertahanan Ke-
ananan akan dlatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan hal-hal lain Pemerintah berpendapat bahwa hal itu dapat

dibahas lebih lanjut di dalam Panitia Kerja.

Karena hal ini akan diatyr lebih lanjut dalam Peraturan pelaksa-
nasn Undang-Undang ini disamping bahwa hal-hal yang menyangkut

pertahanan dan keamnanan negara secara hukum telah diatur dengan
UU No. 20 tahun 1982,

Tentang usulan Fraksi Persatuan Pembangunan agar dalam penentuan
struktur tarip telekomunikasi Juza mendasarkan pada pemikiran dan
pandangan yang hidup dalam masyarakat, Pemerintah pada dasarmya
tidak be}'keberatan karena selama inil penetapan tarip telekomuni-

~
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kasi oleh Pemerintah memang selalu memperhatikan kepentingan
masyarakat, kepentingan Pemerintah disamping juga kepentingan
Badan Penyelenggara. Hal ce_t?sebut secara konkrit dapat dikemuka-
kan sebazal contoh adanya diversit‘ikasi tarif yang berpedoman
kepada kondisi daerah setempat.

Mengenal usulan Fraksi Persatuan Pembangunan agar dalam rumusan
Pas;l 18 dicantumkan juga pemberian prioritas péda berita yang
menyai‘ngkut musibah keluarga, Pemerintah menghargal gagasan ter-
sebut tetapi berpendapat bahwa masalah ini tidak perlu dicantum-
kan dalam Undang-Undang. Di dalam praktek penyelengzaraan Jjasa
telekomunikasi untuk hal ini telah disediakan pelayanan oleh
Badan Penyelenggara kepada pemakal Jasa telekomunikasi dengan
mengat:uvk tentang Kklasifikasi pengiriman berita dimana masalah
musibah, termasuk musibah keluarya, mendapat prioritas.

Mengenal penetapan yantli rugl yang patut dan layak atas tanah

. rakyat yang diusulkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, Pemerin-

tah berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak keberatan sepanjang
pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang
berlaku. Dalam pembebasan tanah telah ada pedoman yang ditetap-
kan oleh Pemerintah dengan bertitik tolq.k kepada harga dasar yang
ditetapkan Pemerintah Daerah dimana lok;é;si berada melalui nego-
slasi éengan pemilik untuk mendapatkan kesepakatan harga. Ada-.
nya Negoslasi dengan pihak rakyat sebagal pemilik tanah, ganti
rugl akan di.jamln kelayakan dan kepatuhannya.
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Terhadap himbauan PFraksi Persatuan Pembangunan agzar atas tanah-
tanah yang telah dibebaskan oleh Badan Penyelengzara dijaga dan
diamankan dengan memberikan tanda-tanda yang jelas dan tidak
ditelantarkan, Pemerintah sepenuhnya dapat menerima dan mneng-
hérgai usulan ini.

1]

Periﬁal perlunya kejelasan pengertiap panti rugl yang wajar dalam
Pasal 30 Rancangan Undang-Undang, Pemerintah sependapat perlunya
batasan yang jelas tentang ganti rugfya.ng wajar tersebut dalam
arti selain memperhatikan kepentingan pemakal jasa telekomuniksi
Juga kepentingan Badan Penyelenggara.

Pengertian wajar disini adalah yang menurut kelaziman. Sebagal
contoh dapat di'kemuka.kan antara lain sebagal berikut :

a. Qanti rugi di bidang Angkutan Udara, oleh pihak pengangkut,
telah diterima sebagal kelaziman tidak harus memberi ganti
rugl atas seluruh harga barang yang dirugikan, melainkan
berdasar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketentuan
Internasional di‘ bidang Angkuten Udara.

b. Contoh yang paling mendekati adalah yang berlaku dilingkung-
an Intelsat dimana apabila terjadl gangzuan transponder
Intelsat yang disewa oleh suatu negara, menurut ketentuan
hukun intermasional yang berlaku bahwa kepada 81 penyewa
diberikan pembebasan ongkos sewa selama masa gangguan ter—

sebut.
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. tentang
Ada contoh dalam kehidupan sehariwhari\r gantl rugl yang

layak dan patut ini dapat juga kita angkat dari pekerjaan
seorang binatu. Telah diterima sebagal hal yang lazim bila
ada kerusakan atau kehilangan, pihak binatu tidak harus
menggantl seluruh harga pakalan yang rusak atau hilang ter-
sebut, melainkan sejunlah uang yang ditetapkan bazl perusa-
haan tersebut. Misalnya sebesar 5 x ongkos binatu. Maaf hadirin

sekalian Anggota Yth., Oleh karena DEPARPOSTEL terutama unsur PARI-
WISATA-nya Ini dekat dengan soal binatu=-binatu. Jadi diambilkan

contoh yang dekat dengan keluarga besar PARIWISATA,
Tentang usulan Fraksi Partal Persatuan Pembangunan agar pembuk-

tian kebenaran pemakalan jasa telekomunikasi menjadi kewajiban
Badan Pengelenggara, kiranya perlu kita mengingat pada sifat
penyelernggaraan Jasa telekomunikasi yang bertolak pada pemikiran
adanya kewajiban pada Badan Penyeleryzara untuk menjaga keraha-
slan 1si berita yang dikirimkan. Oleh karena 4tu Pemerintah
berpendépat bahwa pembuktian ini akan dilakukan hanya atas per-
mintaan pelanggan demi terjaminnya kerahasiaan berita.

Oleh karena itu maka menjadl kewajlban Badan Penyelenggara untuk
memenuhl permintaan pelanggan yang menghendaki adanya pembuktian
atas kebenaran penakalan jasa telekomwikasl yang dimaksud.

Mengenal pendapat Fraksl Persatuan Pembangunan tentang Pasal 29
Rancarngan Undang-Undang inl yang menyangkut perlindungan kepada
pemakal Jasa, Pemerintah berpendapat bahwa inti persoalan ter-
letak ;;lada tuntutan terhadap peningkatan pelayanan kepada pemakal
Jasa. Peningkatan pelayanan dapat menyangkut aspek positifl
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akan
berupa pengadaan sarana-sarana tertentu/;e.tapi Juga mengandung

pula aspek negatif berupa pencegahan terhadap berbagal penyim-
pargan.  Delam hal yang tersebut terakhir di dalam Rancangan
Undang-Undang Pemerintah telah berpikir lebih jauh bukan saja
ingln meningkatkan pelayanan tetapl juga menyediakan piranti
hucum yang bisa dipergunakan oleh semua pemakal jasa telekomuni-
kasi untuk mengajukan tuntutan gantl rugl yatg. bila perlu dapat
diajukan ke depan pengadilan.

Mengenal usulan agar kepada Badan Penyelerggara jJasa telekummi-
kasi Juga dikenakan sanksli apabila melanggar ketentuan Pasal 18,
26, 27 dan 29, Pemerintah yakin bshwa Fraksi Persatuan Pembangun-
an tentu akan sependapat dengan Pemerintah bahwa Indonesia seba-
gai? suatu negara yang berdasarkan atas hukum tidak membenarkan
tindakan~tindakan yang dilakukan negara/apaturnya bahkan masyara-
kat tanpa ada landasan hukumnya. Dalam kaltan dengan apa yang
dikemukakan Fraksl Persatuan Pembanéman tersebut kiranya kita
samus’ setuju bila ketentuan-ketentuan hukum yang ada patut kita
Jux;,jurg  tingsl berlakuy bagl semus subyek hukum tanpa kecuall.
Dalam  kaiten ini, hulm pidana dan perdata yang merupakan hulam
positif | dan aturan-aturan administrasi kepegawalan yang berlaku
pada Badan Penyelenggara telah cukup memberikan Jaminan akan
ganksi-sanks! termasuk sanksi pidana dan' administratip bagl
pegawal-pegawainya yang melakukan tindakan yang merugikan ter-

sebut.
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Hadirin sekalian yang kami hormati.

Sesual dengan tata urutan penyajian para Juru bicara Fraksl, pada
akhimya Pemarintah akan memberikan tanggapan terhadap Pengantar
Musyawarah Fraksl Partal De&\okrasl Indonesia yang disampaikan me-
lalul juru blcaranya yang terhormat Sdr. I Gusatl Ngurah Yudha sebagal

berikut :

A
3
s

1. Pemerintah sargat/ ménghereal harapan-hatepan yang dikemuicaian
Fraksi Partal Demokrasi Indonesla agar dalam proses pembahasan
Rancangan Undang-Undang inl selalu dipelihara dan dlkembangkan
sikap keterbukaan dengan demikian akan tercipta suasana dlalog
ya.r;é Jujur dan mendalam sehingga semua peqnasalahan dapat dipe-
cakk%n bersama dengaa"x baik atas dasar musyawarah untuk mufakat.

2. Pemerintah sepenuhnya Juga sependapat dengan Fraksl Partal
Demokrasi Indonesia bahwa pada dasarnya kita semua mempunyatl
keinginan yang sama agar Undang-Undang Telekomunikasi benar-benar
bisa menjadl Undang-Undang yang memenuhi harapan kita semua,
tetap mempunyal relevansl, terwi dalam kurun waktu yang lana
yanz tidak mudah vusa.ng, mampu menampung aspirasi masyarakat yang
dinamis serta perkémba.nsan telmolog!l di bldang informasi dan

komunikasli,

3. Pemerintah juga sangat mengharzal dan sepenuhnya sependapat bahwa
dalam pembahasan Rancangan Undanz-Undang inl kita semua memang
harus selalu mengacu kepada Pancaslla, Undang-Undang Dasar 1945,
TAP MPR dan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingza dengan
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yang
kesamaan tolok ulmm/cianlkian Pemerintah yakin pembahasan Ran-

cangan Undang-Undarg Telekomunikasi inl akan dapat diselesalkan
sesual jadwal yang telah disepakat!{ bersama.

engenal penjabaran Pésal 33 ayat (2) Undang~Undang Dasar 1945
dalam kaltannya dengan Rancangan Undang-Undang inl Pemerintah
sepeﬁdapat: dengan Fraksi Partal Demokrasl Indonesia bahwa Teleko-
munik#éi termasuk kategorl cabang produksi ya.ﬁg penting bagl
negara dan menguasal hajat hidup orang banyak.

Pemerintah sependapat dengan Fraksl Partal Demokrasi Indonesia
per]igun,ya perunusan kebljaksanaan pengaturan dan pengendalian di
bida.ﬁg telekomunikasi dengan mendasarkan pada azas Ssebagalmana
tercantum dalam Pasal 2 Rancangan Undangz-Undang yaitu azas man-
faat, azas adil dan merata dan azas kepercayaan kepada diri

sendiri.

Mengenal azas kepercayaan cer‘hadap diri sendirl yang oleh Fraksti
PDI = dinyatakan mengandung pengertian bahwa sezala usaha dan ke-
glatan telekomunikas! harus mampu membangkitkan kepercayaan atau
kemampuan dan kekuatan kita sendiri, plhak Pemerintah sepenuhnya
sependapat mengenal pendapat Fraksi PDI. Tentang usulan agar
dalém penyelengzaraan Telekomunikasl jusa diterapkan azas Demo-
krasl, hal 1inl dapat diblcarakan leblh lanjut dalaa Panltia
Kerja., IMengenal diwajlbkannya Badan Penyelengdara untuk me-

nyedlakan pulsa meter, Pemnerlntah sangut mengharsal usulan,
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Namun sebagaimana hal itu juga telah dikemukakan oleh Fraksl PPP,
Pemerintah berpendapat bahwa intl persoalan terletak pada tuntut-
an terhadap peningkatan pela,anan kepada pemakal jasa. Pening-
katan pelayanan dapat menyangkat aspek positip berupa pengadaan
sarana-3arana tertentu tetapl juga mengandung pula aspek negatip
berupa pencegahan terhadap berbagal penyimpangan. Dalam hal yang
tersebut terakhir, di dalam Rancangan Undang-Undang Telekomunika-~
31 Pemzrintah telah berpikir lebih jauh bukan saja ingin mening-
katkan pelayanan tetpil juga menyediakan piranti hukum yang dapat
dipersunakan oleh semua pemakal jasa telekomunikas!i untuk meng?
ajukan tuntutan ganti rugl yang bila perlu dapat diajukan ke

depan pengadilan,

Se;ger'ti halnya telah dilkemukakan oleh Fraksl Karya Pembangunan,
Prakst ABRI, dan Fraks! Partai Demokrasi Indonesla tentang Dewan
Telekomgnikasl, Pemerintah berpendapat bahwa masalah tersebut
perlu dibahas lebih lanjut di dalam Panitia Kerja.

Pemerintah sepenuhnya sependapat dengan Fraksl Partal Demokrast
Mdo;es;a bahwa dengan diselesaikannya Rancangan Undang-Undang
Telekomunikasi masih memerlukan langkah-langkah lebih lanjut
secara terus menerus darl Pemerintah dan masyarakat. Pemecrintah
dapat mengerti dengan bekal pengertian tersebut pada forum Sidang
Dewan yang techomat inil dapat dlsampalkan bahwa pada saal inipun
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Pemerintah telah mempersiapkan beberapa Tim yang bertugas mem~
buat Rancangan Peraturan Pemerintah sebagal Peraturan Pelaksanaan
Rancangan Undang-Undang ini bila telah disahkan.

Disampaing 1tu Pemerintah menghargal pendapat Fraksi Partal
Demokrasi Indonesia yans menyatakan dan melihat secara cemat
bahwa Rancargan Undang-undang Telekomunikasl ini merupakan upaya
deregulasi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah pada tingkat

Undang-Undangz.
Saudara Pimpinan yang saya hormati. Sidang yang terhormat.

Sebelun kami atas nama Pemerintah mengakhiri pengantar untuk musyawa-

rah, ijinkanlah kami menyampaikan hal-hal sebazai berikut :

1.

2.

Pemerintah sangat menghargal Pimpinan Dewan dan para Anggota
Dewan didalam Komisi V yang bersama-sama dengan Pemerintah telah
berusaha keras untuk menciptakan dah memelihara saling pengertian
sebagal landasan bekerjasama dala:'nt suasana kekeluargaan yang
akrab tetapi tetap lugas yang telah diwujudkan selama pembahasan
Ran;:aman Undang-Undangan Telekomunikasi ini. ' Adalah menjadl
kewaJlban kita bersama untuk tetap memelihara suasana yang halk
tersebut dalam tingkat-tingkat pembicaraan selanjutnya agar
sldang-sidang berjalan secara leblh lancar, tertib dan efektip.

Pemerlntah mencatat bahwa tlada satupun dari kita, baik plhak
fraksl Karya Pembangunan, Fraksl ABRI, Fraksl Partal Persatuan
Pemba.nguna:iv. Fraksi Partal Demokrasi Indonesia maupun plhak Paite-
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rintah, yang tidak sependirian bahwa telekamunikasl memang me-
rupakan' cabang produksi yang penting dan menguasal hajat hidup
orang banyak. Karena itu dalam pengelolaan sumber daya alam
tersebut perlu mendasarkan diri pada Pasal 33 Undang-Undarg Dasar
1945,

Kesamaan acuan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah
mer&ﬁ%km penceminan dan pexquudan tekad bangsa untuk melak-
sanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara mumi dan
konsekwen, serta merupakan upaya nyata pengejawantahan pembangun-
an‘na.slonal sebagal pengamalab Pancasila, - :

Pemerintah yakin bahwa Dewan akan sependapat dengan Pemerintah
bahwa ﬁEPELITA V yang sudah tinggal 69 hari lagi merupakan kurun
waktu yang menuntut kerja lebih keras, sebab didalam Repeiica
tersebut kerangka landasan untuk tinggal landas sudah harus

mantap.

Salah satu kerangka landasan yang penting adalah perangat
Undang-Undang yang akan menjadi dasér. landasan dan penentuan
arah penyelenggaraan negara. Khusus dibidang telekomunikasi Ran-
cangan Undang-Undang Telekomunikasi{ yang sedang kita zarap ber-
sama inl yang pada waktunya menjadi ndang-Undang akan merupakan
salah 8atu kerangka landasan penting di dalam' pembangunan nasio-
nal dibidang telekomunikasd. |
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Sebagaimana telah kita sepakatl bersamna bahwa Rancangan Undans-
Undarg Telekomunikasi yang hari inl memasuki Pembicaraan Tingkat
III ini diharapkan dapat menjangkau tuntutan dan tantangan ke-
butuhan masa depan yang jauh, bukan saja dalam Wawasan Naalonal
tetapl juga ruang lingkup intermasional, Kita semua mengetahui
bahwa dalam dasa warsa terakhir abad ke 20 dan menyongsong abad
ke 2}, masyarakat informatika t:idaik dapat ada tanpa telekomuni-
kasg..{ Karena itu pula patut kita sé.dari bersama bahwa telekomu-
nik;sl akan semakin pentirig peranannya bagl perwujudan kerJasama
internasional yang kita perlukan dalam melaksanakan pembangunan
nasional, sedangkan dalam lingkup nasional sebagal negara ber-
kembang yang sedang glat-glatnya membangun, telekomunikasi akan
menempat] kedudukan yang terus bertambah penting dalam menjamin
kemajuan industri, bevdagangan, pariwisata.; perhubungan, pene~
rangan, pendidikan dan lain-lain sektor dibldang ekonomi.

Sektor keglatan di bidang ekonoml secara khusus patut pula kita
menaruh perhatian kepada kondisi geogfafls negara kita yang mem-
punyal tata gambaran séba,gal salah satu nega.rai kepulauvan yang
besar di dunia ini, telekomurikasi akan sangat penting dalam
memparkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, mempertinggi ketahanan
nasional di dalam kerangka perwujudan Wawasan Nusantara,

Kaml yakin bahwa dengan kesamaan landasan berpikir Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, kesamaan persepsi terhadap masa depan
banzsa dan tanah air, kita akan mampu menylsihkan perbedaan-
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perbedaan dalam pembahasan—pembahasan selanjutnya sehingyga pada
akhimnya dapat menghasilkan satu karya bersama, menciptakan suatu
Undang-Undang di bidarng telekomunikasi sebagaimana Rancangan
Undang-Undang nya telah kita tangani bersama dewasa ini tepal

. sebagaimana jadwal kita sepakati.

Pemerintah 'menyadari bahwa masih terdapat adanya kekurangan-
L f \ AL ’

kekurangan di dalam Rancangan Undang-Undang ini, namun Pemerintah

dan bewan yang terhormat, masih mempunyal kesempatan untuk mem~

bahas Rancangan Undang-Undang ini dalam Panitia Kerja, oleh ka-

rena itu Pemerintsh yakin, dengan ridho Tuhan Yang Maha 'Kuasa

maka sezala sesuatunya dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Fsa selalu melimpahkan Rakhmat-Nya dan

memberi kekuatan serta tuntunan kepada kita semua.

KETUA : DR5 Ir. G.M., TAMPUBOLON,

Hadlrin yahg kam!l hormati,

Perkenankanlah kami atas nama Komisi V menyampaikan rasa terima ka-

sih kepéda Saudara MENPARPOSTEL. Yang telah menyampaikan Pengantar

Musyawarah. Didalam Pembicaraan Tk.l!| ini dan sekaligus merupakan

jawaban atas Pengantar Musyawarah vyang telah disampalkan oleh ma-
sing-masing Fraksi pada tanggal 18 yang laly, tentang Rancangan Un

. dang-Undang Telekomunikasi. Selanjdtnya Jjuga kami menyampaikan peng

hargaan kepada MENPARPOSTEL yang telah menyampaikan sendir! secara
langsung Pengantar Musyawarah tersebut balk kepada Pimpinan maupun
kepada masing-=masing jurﬁlbicara Fraksi+=Fraksi,

Hadirin yang kami hormati, kita telah menyelesaikan acara yang per-
tama maka kita akan memasuki acara yang kedua yaitu pembentukan Pani-
nfa Kerja atau PANJA yang hal ini berlandaskan kepada TATIB DPR yaitu
Pasal 69 yang menyebutkan bahwa bilamanadipandang perlu maka DPR
atau alat kelengkapan Dewan Pérwakilan Rakyat dapat membentuk Panitia
yang bersifat sementara, dan PANJA yanq dibentuk oleh DPR disebut Pa-
nitia khusus sedangkan panitia yang dibentuk oleh élat kelengkapan DPR
dalam hal ini Komisi V yang membentuknya, dan sedapat mungkin di ...

dasarkan kepada. / .....
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dasarkan kepada perimbangan jumlah Anggota-anggota Fraksi.Selanjutnya Pa-
sal 74 juga mencamtumkan bahwa dalam keanggotaan Panitia dapat ditetapkan
bahwa adanya anggota-anggota pengganti Sedangkan Pasal 76 mengatakan bah-
wa PANJA bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam waktu fertentu dalam
vyanq telah ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

Dan PANJA tersebut bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang mem-
bentuknya. Demikianlah Saudara-saudara yang kami hormati beberapa cupli-
kan yang kami ambil dari TATIB DPR berdasarkan kepada Pasal-pasal! yang
kami sebutkan tadi dan berdasarkan karena Inllah kita akan lanjutkan pembicg
raan kita, dalam rangka pepbentukan PANJA,

Sebagafmaﬁa telah disepakati dalam Rapat Pleno Komisi -V yang diadakan pada
tanggal 16 Januari yang lalu maka telah disetujui bahwa dalam pembahasan
RUU Telkomgselanjutnya akan dibentuk Panitia Kerja. Panitia Kerja terse-
but terdiri dari pada jumlah seluvuhAngsata Komisi V yang mencerminkan Frak
si yang mencerminkan perimbangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 da-

~ lam Tata Tertib, yaitu jumlah Anggota PANJA ialah sepuluh terdiri daripada

enam dari FKP dua dari FABRI' satu dari FPP dan satu darl FPDI.
Dan Anggota-Anggota pengganti adalah dua dari FKP satu dari F ABR! satu dari
FPP dan satu FPDI, Demikianlah dari komposisl PANJA tersebut., Adapun tugas

dari PANJA ini ialah untuk melakukan pembahasan selanjutnya RUU Telkom bersa '

ma-sama sehingga dapat menghasilkan suatu «raft final  yanq akan dlsampalkan
nanti pada tangga 21 Pebruari 1989 yang akan datang dengan batasan-batasan
adalah bahwa didalam PANJA tersebut hanya dibatasi dengan materi-materi
yaitu satu pandangan Umum masing-masing Fraksi yang telah disampaikan dalam
Sidang Pleno DPR pada pembicaraan Tk; I maupun Tk, tF kemudian Pe-
ngantar Musyawarah masing-masing Fraksl yang telah disampalkan beberapa hari
yang lalu,

Adapun tempat bagi PANJA ini ialah di Gedung DPR sendiri,jelasnya ialah di
Ruangan Wacanasabha I'l Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jadwal waktu yang ter
akhir sebagaimana kami kemykakan tadi ialah pada tanggal 21 Pebruari yanq a-
kan datang PANJA telah dapat‘menyampatkan hasil~hasil daripada PANJA vyanq
merupakan Jjuga suatu draft final Rancangan Undang-Undang Telekomunikas! dan

kepada. cevesceorroes



.

- 33 -

kepada Pantia Kerja atau PANJA Ini diberikan mandat penuh untuk membahas

lebih lanjut dan sebagaimana kani kemukakan tadi yaitu sehingga mengahasil-
kan suatu draft final RUU Telekomunikasi yang akan disampaikan nanti pada

Rapat Kerja pada tanggal 21 Pebriari yang akan datang, sebab Panitia Kerja
ini bertanggung jawab penuh kepada Komisi V DPR-RI,

Demikianlah hadirin yang kami hormati beberapa hal atau beberapa usul
dari pada Pimpinan yang berkaitan dengan makalah Perrbentuakan Pnitia Kerja,
yaitu kami .ulangl lagi secara singkat bahwa Panitia Kerja dengan komposisi
6 (enam) dari Fraksi karya Pembangunan, 2 (dua) dari Fraksi ABRI, 1 (satu)
dari Fraksi Persatuan Perbangunan dan 1 (satu) dari Fraksi PDI.

Anggota Pengganti terdiri dari 2 (dua) Fraksi Karya, 1 (satu) dari Fraksi -
ABRI, 1 (satu) dari Fraksi Persatuan Pembangunan dan 1 (satu) dari Fraksi
PDI,

Adapun nama-nama yang akan duduk didalam PANJA yang kami terima adalah
sebagai berikut :

1. Drs, I Wayan Dhana - =FKP - Anggota tetap

2. Ir. Budi Hariayanto - FKP - o

3. Suseno - FKP - -l

4. muhammad Said Betta, SH - FKP - ==

5. Abdul latdef, SH - FKP - ==

6. J.G. Wowor, SH .- FKP - et

7. Drs. Bomer Pasaribu, SH - FKP - Anggota pengganti
8. Ny. Gunariyah K., Muchdia - FKP = «y

9. Istianto Suwargono - F. ABRI -~ Anggota tetap

10. Andi Muhammad Thamrin - F, ABRI - -

11. Drs. Rdbinson Gurning - F. ABRI - Anggota Pengganti
12, Muhammad Buang, SH -FPP - Anggota tetap

13, H. Mohammad Musyafak -FPP - Anggota Pengganti
14. Ir. Anwar Datuk - F. PDI - Anggota tetap

15. I Gusti Ngurah Yudha - F. PDI - Anggota pengganti

Demikianlah hadirin yang kami hormati, komposisi daripada Panitia Kerja
dan sebagaimana telah kami sampaikan tadi berupa-berupa tugas dan pembatasan
kepada Panitia Kerja dengan berupa mandat penuh,

Dapatkah usul yang kami sampaikan tadi diterima dan disahkan menjadi keputu~

san dari Rapat Pleno pada hari ini, Silahkan rupanya ada intrupsi, silahkan
Bapak Sundoro Syamsuri,

ANGGOTA FKP (SUNDORO SYAMSURI) :

Terimarkasih Saudara Pimpinan.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Mohon maaf Bapak Menteri beserta staf ini sebetulnya Intern Komisi.

Kami ingin menanyakan setelah memantau dan mendengarkan, mudah-mudahan

telinga Saya ee..s
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telinga saya tidak salah,

Tadi disebut Eapak I Wayan Dhana, Bapak Istianto, Bapak Buang dan Bapak
Armwar Datuk sebagai anggota. Menurut hemat saya Pimpinan itu otomatis masuk
sebagai Pantia Kerja, sebab kalau didalam Rapat Bapak Ketua berhalangan sia-
pa yang ganti ? Jadi kami mengusulkan Pimpinan otomatis masuk PANJA.

Yang 6, 2, 1, 1 yaituadalah dari anggota, jadi kami kalau diizinkan mengusul-
kan bukan kami mau merambak keputusan saya tidak tahu, maaf waktu itu kami
tidak hadir jadi mungkin salah, saya minta maaf,

Sepanjang sepengetahuan saya Pimpinan:itu otomatis lima-limanya masuk di -
dalam PANJA, karena kalau berhalangan Ketuanya diganti oleh Pimpinan itu.
Jadi yang 6, 2, 1, 1 itu dari anggota, itu usulan kami dan mudah-mudahan
tidak menyalahi peraturan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT ('DR. TR, G.M. TAMPUBOLON) :

Terima kasih kepada Bapak Sundoro.
Silahkan Bapak Esmail Moh; Machmud,

ANGGOTA FKP (H. ESVAIL MOH. MACHMUD) :

Bismillahirrohmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Departemen
Parpostel yang kami hormati. : :

Kami dengan Bapak Sundoro Syamsuri serupa tapi tidak sama, karena rambut
juga beda, satu jangkar satu bintang artinya darat dan laut. Pada dua hari
yang lalu kami telah mengajukan satu pandangan ,, kita lebih baik condong me-
ngambil pengalaman membuat Undang-Undang Nairobi juga Telkom/Parpostel.

Jadi istialah diserahkan kepada Pimpinan Komisi dimana di DPR menyerahkan se-
penuhnya Kepada Komisi V DPR-RI dalam menyelesaikan Undang-Undang ini.

Serupa dan tidak samanya memang yang bertanggung jawab memang Ketua Komisi
beserta seluruh Ketua-Ketuanya, lantas PANJA ini diambil dari para anggota
ini. Dengan demikian maka Ketua, Wakil Ketua itu mengatur diri didalam tu-
gasnya., Disamping itu yah karena istilah Komisi kami sekali lagi minta maaf,
sekali lagi minta maaf bahwa Ketua Komisi, Wakil Komisi itu bukan komandan,
kamandan itu adalah semua Komisi V ini yang punya hak sepenuhnya. . Untuk itu-
lah kami usul dengan mengambil pengalaman Undang-Undang Nairobi, Pimpinan
Komisi itu tetap bisa saja mengatur diri sedang PANJA nya ya anggota yang
diaturnya., Ini kalau mau mengatur dalam arti bahwa tugas Komisi itu pasangan
kerjanya banyak seperti yang Bapak Sundoro tadi haturkan, siapa nanti kalau
semuanya memang kalau ini ada Rapat Kerja-Rapat Kerja. Ini usul kami dan ka-.
lau bisa memang ini bisa menjadi suatu pemikiran , ini perlu ada suatu

mninja‘mn eeE BB OIS ITQIROERDS
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peninjavan kembali, kalau tidak saya minta maaf kepada Bapak Menteri beserta
seluruh Departemen, ini saya minta maaf pak.

Terima kasih. Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Interupsi dari Bapak Achmad Natar

ANGGOTA FKP (H. ACHMAD NATAR) :

Untuk melanjutkan acara rapat selanjutnya kami sarankan Rapat ini di-
skors pak. Terima kasih, '

Interupsi dari Bapak Ir. Lukas Nanlchy
KETUA RAPAT (DR. IR. G.M. TAMPUBOLON) :

Maaf saya'ingin membacakan karena intrupsi telah banyak bahwa intrupsi
menurut Tata Tertib pasal 110 ialah setiap waktu dapat diberikan kesempatan
kepada anggota untuk melakukan intrupsi :

Pertama , untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalannya mengerai masa-~
lah yang sedang dibicarakan.

Yang kedua, menjelaskan scal yang ada didalam penbicaraan menyangkut diri atau
tugasnya.

Yang ketiga, adalah mengajukan usul prosedwr mengenai soal yang sedang dibica-
rakan atau mengajukan usul agar Rapat ditunda sementara.

Sedangkan terhadap pembicaraan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a dan b tidak diadakan pembahasan, demikianlah Tata Tertib.

Kami, persilahkan Saudara Ir, Lukas Nanlohy.

ANGGOTA FKP (IR, LUKAS NANIOHY) :

Terima kasih Saudara Pimpinan, ‘

Saya kira memang masalah ini tidak perlu dipermasalahkan, apa yang telah
berkembang dalam interupsi ini karena sepengetahuan kami sebenarnya keanggo-
taan daripada Panitia Kerja telah disepakati bersama pada Rapat Komisi tang-
gal 16 Januari yang lalu. Menurut anggapan kami masalah ini dikemukakan -
¢leh Saudara Pimpinan adalah dalam rangka mensyahkan untuk memenuhi formali-
tas pada rapat ini.

Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih,

KETUA RAPAT (DR, IR. G.M. TN’IPUBOIDN) :

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan yang telah mengadakan in-
trupsi, inilah: sebenarnya letaknya Iembaga Demokrasi. Jadi mohon
dapat pengertian dari pihak Pemerintah karena acara yang pertama telah kita
selesaikan yaitu Pengantar Musyawarah yang telah disampaikan oleh Pemerintah.
Sedangkan acara yang kedua, yang ketiga sebenarnya lebih banyak merupakan
intern daripada Pleno Komisi, maka kami menyarankan kepada Sidanq yang kami
hormati supaya acara yang pertama kita sudah diselesaikan dan sidang kami tun-
da untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk meninggalkan ruangan
ini, karena ada masalah-masalah intern daripada Komisi V yang akan kami lan~

jutkan lagi.
m ti&k 00900 0Oe
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Xami tidak mempersilahkan untuk itu tapi monon maaf kami ingin menunda Sidang
pada hari ini dan dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Saudara Men-
teri Parpostel beserta seluruh jajaran Departemen Parpostel yang telah meng-
hadiri acara pertama ....
Interupsi dari Bapak Abdul Azis Larekeng

ANGGOTA FKP (H. ABDUL AZIS LARTKFNG) 3

Sebelum Bapak-Bapak Menteri dan staf meninggalkan rapat, karena ada juga
anggota PANJA dari pihak Departemen, barangkali yang mau disahkan nanti ikut
mereka bisa&fapat NAMA vevveones

KETUA RAPAT (DR. IR. G.M. TAMPUBOLON) :

Panitia Kerja terdiri daripada anggota-anggota Komisi V, jadi Pemerintah
tidak duduk didalam Panitia Kerja tetapi Panitia Kerja bersama -sama dengan
Pemerintah untuk membahas RUU Telkom lebih lanjut. Jadi pembentukan Panitia
Kerja sepenuhnya adalah didalam wewenang Komisi V, Jadi demikian maka kami
ingin menunda sidang sementara dan atas nama Komisi V. ...ceeeecccns

ANGGOTA F. ABRI (ANDI M, THAMRIN)

Bapak Pimpinan kami ada usul, jadi kami menanggapi usul dari Bapak Azis
larekeng tentang yang rewakili Pemerintah didalam pembahasan tingkat III ini,
kami kira pada kesempatan ini adalah kesempatan yang relevan apabila Pemerin-
tah juga menyampaikan kepada Komisi V siapa-siapa yang mewakili Pemerintah
dalam pembicaraan tingkat III., Jadi bukan Pemerintah siapa-siapa yang duduk
dalam PANJA , tapi siapa-siapa yang yang mewakili. Pemerintah atau mewakili
Pemerintah dalam pembicaraan tingkat III yang akan kita laksanakan mulai ha-
ri Senin tanggal 23 Januari 1989, Jadi porumnya adalah sangat relevan apabila
Pemerintah pada kesempatan ini.

Demikian dari kami, terima kasih,

KETUA RAPAT (DR. IR. G.M, TAMPUBOIDN) :

Baik terima kasih Saudara Andi M. Thamrin,sebelum menunda sidang ini ki-
ranya bilamana Pemerintah telah siap dengan nama-nama kami sangat menghargai
sekali bilamana Pemerintah pada kesempatan ini menyampaikan pada Rapat Kerja
yaitu nama-nama daripada pejabat-pejabat Pemerintah yang akan menwakili Peme-
rintah dalam rangka melakukan pembahasan RUU Telkom dengan Panitia Kerja.
Kami persilahkan kepada Saudara Menteri Parpostel.

MENTERT PARPOSTEL ' (SOESILO SOEDAHWAN) :

Saudara Pimpinan Komisi V yang terhormat,
Sidang-sidang yang terhormat.

Pada Pemerintah ada 3 kelampok yaitu para pejabat yang nanti bersama-
sama Panitia Kerja mengadakan pembahsan lanjutan tingkat III ini yaitu :

Anggota Tetap, Anggota Pengganti dan Nara Sumber ,

Angmta ’.[Etamya “essses
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Anggota Tetap adalah :

1, Sdr. Ir. S. Abdulrachman

2, Sdr. Dr. M, Dimyati Hartono, SH
3. Sdr. Bambang . Kesowo, SH, LIM.
4, Sdr, Ir. A, Ph. Djiwatampu

5. Sdr. Ir. Muhaimin

6. Sdr. Ir. Bambang Sulistivo

7. Sdr. Kolonel A, Poerwo, M. Sc.
8. Adr, P, Sartono, SH

9. Sdr, Ir., Sumitxo Rustam

1J). &dr. U.S.M. Tampubolon, SH
1l. Sdr. Scetjipto, SH, MH.

Anggota Pengganti adalah :
1. Sdr. Sutrisman, SH

2. Sdr. Larmbock Nahattand, SH.

3, Sdr. Ir. Garuda Sugardo
4, Ir. Tr. Malya Tambunan
5. 8dr. Ingrid Panjaitan, SH

Nara Surber adalah :
1. Sdr, Prof. Dr. Anton Muljono
2. Sdr. Hamid A, Attamimi, SH

3. Sdr. G. Risacota, SH

Demikianlah Saudara Ketua, hadirin yang saya hormati mengenai daftar
pejabat Pemerintah yang nanti bersama-sama menyertai PANJA dalam pembahasan
lebih lanjut.

Terima kasih,

KETUA RAPAT (DR. IR. G.M. TAMPUBOION) :

Terima kasih kami sampaikan kepada Saydara Menteri Parpostel yang telah
menyampaikan nama-nama pejabat-pejabat Pemerintah yang akan mewakili Pemerin-
tah quna pembahasan RUU Telkom lebih lanjut dengan Panitia Keria.

Sebelum kami menunda’ kami persilahkan barangkali ada anggota supaya jangan ada
yang intrupsi lagi.

Baik bilamana tidak ada maka izinkanlah kami dengan ini menunda sementara
Rapat Komisi V dengan ucapan terima kasih yang penghargaan yang sebesar-hesar-
nya kepada Saudara Menteri Parpostel beserta seluruh jajaran Departemen Par-
postel yang hadir pada pagi hari ini dan atas Pengantar Musyawarah yang telah
disampaikan tadi,

Maka dengan ini kami menunda Rapat Komisi V,

RAPAT DITUTUP JAM 10,30 WIB.



